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  ABSTRAK  - Peraturan Daerah ini untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; 
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
 

  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 
sampai dengan Tahun 2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kehijakan, 
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah 
dan lintas Perangkat Daerah yang disertal dengan kerangka pendanaan bersifat 
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman 
pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang 
wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah nasional. RPJMD 
merupakan pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan 
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam Perda ini diatur 
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi 
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata 
cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya pada 
saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 

  -  Penjelasan 2 hlm 
  -  Lampiran 430 hlm 
 


